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Abstrak

Artikel ini mengkaji perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, dengan fokus
pada perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa-fatwa kontemporer yang
dikeluarkan oleh lembaga keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
KHI dan fatwa-fatwa tersebut merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang
memengaruhi praktik pewarisan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi
komparatif yang menggabungkan analisis dokumen KHI, fatwa-fatwa terkait, dan literatur
hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, meskipun memiliki peran penting
dalam standarisasi hukum waris, seringkali memerlukan interpretasi dan adaptasi melalui fatwa
untuk menjawab isu-isu yang belum terakomodasi secara jelas. Studi ini juga menyoroti peran
penting kearifan lokal dan toleransi beragama dalam implementasi hukum waris, sebagaimana
dibuktikan dalam praktik di beberapa daerah. Kesimpulan utama adalah bahwa hukum waris
Islam di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks sosial, serta membutuhkan
sinergi antara regulasi formal (KHI) dan interpretasi yang fleksibel (fatwa) untuk memastikan
keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
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Pendahuluan

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur
tentang pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia,
hukum waris Islam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang
mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Implementasi hukum waris Islam di Indonesia
diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara waris di pengadilan agama.
Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi terus menghadirkan tantangan baru dalam
praktik pewarisan, sehingga interpretasi dan adaptasi hukum waris menjadi sangat penting.
Perkembangan fatwa-fatwa kontemporer oleh lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama
Indonesia (MUI), menjadi krusial dalam menjawab isu-isu yang belum terakomodasi secara
jelas dalam KHI (Ilyas et al., 2023).

Perubahan sosial, seperti peningkatan mobilitas penduduk, perkawinan campuran, dan
perkembangan ekonomi, telah menciptakan kompleksitas baru dalam masalah waris. Isu-isu
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seperti waris anak di luar nikah, harta bersama, dan wasiat wajibah memerlukan penanganan
yang cermat agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Selain itu,
perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak pada proses pewarisan, misalnya
dalam hal pembuktian kepemilikan harta dan penyelesaian sengketa waris secara daring.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam dan teori pluralisme hukum.
Teori hukum Islam memberikan landasan konseptual mengenai prinsip-prinsip dasar hukum
waris, termasuk ketentuan mengenai ahli waris, bagian waris, dan tata cara pembagian harta
warisan. Teori ini juga menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum
dalam setiap aspek kehidupan umat Islam.

Teori pluralisme hukum, yang dikemukakan oleh para ahli hukum seperti John
Griffiths, membantu memahami bagaimana hukum waris Islam berinteraksi dengan sistem
hukum lain, termasuk hukum adat dan hukum positif di Indonesia (Ilyas et al., 2023). Teori ini
mengakui adanya berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu
masyarakat, dan menekankan pentingnya harmonisasi antara sistem-sistem hukum tersebut
untuk menciptakan keadilan dan menghindari konflik. Dalam konteks Indonesia, teori
pluralisme hukum relevan karena adanya keragaman budaya dan adat istiadat yang
memengaruhi praktik pewarisan di berbagai daerah.

Penelitian terdahulu mengenai hukum waris Islam di Indonesia telah banyak dilakukan,
baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian fokus
pada analisis KHI dan implementasinya di pengadilan agama (Addin Maulana et al., 2024).
Penelitian lain mengkaji peran fatwa dalam memberikan solusi terhadap permasalahan waris
yang kompleks.

Ilyas et al. (2023) meneliti akomodasi hukum adat dalam hukum Islam di Aceh,
menemukan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi kearifan lokal.
Sodigin & Umroh (2024) meneliti toleransi beragama dalam masyarakat Kaloran, Jawa Tengah,
yang menunjukkan bagaimana budaya lokal memengaruhi praktik keagamaan dan toleransi.
Penelitian Addin Maulana et al. (2024) membahas hak waris anak di luar nikah, yang menyoroti
tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan perkembangan teknologi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang disusun sebagai
pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum
keluarga dan hukum waris. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
dan menjadi landasan hukum utama dalam penyelesaian perkara waris di pengadilan agama.
KHI mengatur berbagai aspek hukum waris, mulai dari definisi ahli waris, bagian waris, hingga
tata cara pembagian harta warisan.

KHI disusun berdasarkan berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran, Hadis,
dan pendapat para ulama. Namun, KHI juga mengakomodasi beberapa ketentuan yang
disesuaitkan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Sebagai contoh, KHI mengatur
tentang wasiat wajibah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang tidak
mendapatkan bagian waris menurut ketentuan syariah, seperti anak angkat.

Meskipun memiliki peran penting dalam standarisasi hukum waris, KHI tidak selalu
mampu menjawab semua permasalahan yang timbul dalam praktik pewarisan. Beberapa isu,
seperti waris anak di luar nikah dan harta bersama, memerlukan interpretasi lebih lanjut dan
penyesuaian dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fatwa-fatwa kontemporer menjadi
sangat penting untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.



Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga
keagamaan mengenai suatu masalah tertentu. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman
bagi umat Islam. Fatwa-fatwa MUI memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan hukum
yang ada dalam KHI dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang kompleks dalam
praktik pewarisan.

Fatwa-fatwa kontemporer seringkali membahas isu-isu yang belum diatur secara jelas
dalam KHI, seperti waris anak di luar nikah, harta bersama, dan wasiat wajibah. Fatwa-fatwa
tersebut memberikan interpretasi yang lebih rinci mengenai ketentuan hukum waris dan
memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Misalnya, MUI
telah mengeluarkan fatwa mengenai hak waris anak di luar nikah, yang memberikan
perlindungan hukum bagi anak tersebut (Addin Maulana et al., 2024).

Selain itu, fatwa-fatwa juga berperan dalam mengadaptasi hukum waris dengan
perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Misalnya, MUI telah mengeluarkan fatwa
mengenai pembuktian kepemilikan harta melalui teknologi informasi dan penyelesaian
sengketa waris secara daring. Fatwa-fatwa ini membantu umat Islam untuk tetap menjalankan
hukum waris sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di tengah perkembangan zaman.

Implementasi hukum waris di Indonesia tidak hanya bergantung pada ketentuan
hukum formal (KHI dan fatwa), tetapi juga dipengaruhi oleh kearifan lokal dan toleransi
beragama. Dalam beberapa daerah, hukum adat atau tradisi lokal memiliki pengaruh yang
signifikan dalam praktik pewarisan (Ilyas et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya pluralisme
hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan
saling memengaruhi.

Kearifan lokal seringkali mengakomodasi nilai-nilai yang tidak secara eksplisit diatur
dalam KHI, seperti hak-hak perempuan, anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu.
Misalnya, dalam beberapa masyarakat, terdapat tradisi memberikan bagian waris yang lebih
besar kepada perempuan atau memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus
menghilangkan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Toleransi beragama juga memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris,
terutama dalam kasus perkawinan campuran. Dalam kasus seperti ini, diperlukan adanya
kesepakatan antara ahli waris dari berbagai agama untuk membagi harta warisan secara adil.
Sodiqin & Umroh (2024) menyoroti pentingnya toleransi beragama dalam membangun
harmoni sosial, yang juga relevan dalam konteks hukum waris.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap
berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris. Teknologi telah memfasilitasi proses
pembuktian kepemilikan harta, penyelesaian sengketa waris, dan pengelolaan harta warisan.
Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru dalam hukum waris, seperti masalah
keamanan data, keabsahan transaksi digital, dan perlindungan privasi.

Salah satu dampak positif teknologi adalah kemudahan dalam pembuktian kepemilikan
harta. Dengan adanya teknologi, ahli waris dapat dengan mudah mengakses informasi
mengenai aset peninggalan, seperti rekening bank, saham, dan properti. Teknologi juga
memfasilitasi proses penilaian harta dan pembagian warisan secara lebih efisien.



Di sisi lain, teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Misalnya, keabsahan transaksi
digital dalam konteks hukum waris masih menjadi perdebatan. Perlu adanya regulasi yang jelas
mengenai keabsahan dokumen digital dan tanda tangan elektronik dalam proses pewarisan.
Selain itu, masalah keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting.
Ahli waris harus memastikan bahwa informasi mengenai harta warisan mereka aman dari
penyalahgunaan dan akses ilegal.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai hukum waris Islam di Indonesia, masih
terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, belum banyak penelitian
yang secara komprehensif membandingkan antara KHI dan fatwa-fatwa kontemporer dalam
merespons isu-isu pewarisan yang kompleks. Kedua, penelitian yang mengkaji peran kearifan
lokal dan toleransi beragama dalam implementasi hukum waris masih terbatas. Ketiga, belum
ada penelitian yang secara mendalam menganalisis dampak perkembangan teknologi terhadap
proses pewarisan dan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi
komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami
secara mendalam dan komprehensif mengenai kompleksitas hukum waris Islam di Indonesia.
Metode studi komparatif digunakan untuk membandingkan antara ketentuan hukum waris
dalam KHI dan fatwa-fatwa kontemporer, serta menganalisis dampak kearifan lokal dan
perkembangan teknologi terhadap implementasi hukum waris.

Desain penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti akan melakukan studi kasus pada
beberapa daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dalam hal budaya dan adat
istiadat. Pemilihan daerah studi kasus akan dilakukan secara purposive sampling, dengan
mempertimbangkan keragaman budaya dan tingkat kompleksitas permasalahan waris. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Wawancara Mendalam:
Wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih secara purposive sampling untuk
mendapatkan informasi yang mendalam mengenai praktik pewarisan, interpretasi KHI dan
fatwa, serta peran kearifan lokal dan teknologi. Analisis Dokumen: Analisis dokumen
dilakukan terhadap KHI, fatwa-fatwa MUI, putusan pengadilan agama, dan literatur hukum
Islam untuk mengidentifikasi ketentuan hukum waris, interpretasi, dan perkembangan terkini.
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dan
analisis komparatif. Analisis Konten: Analisis konten digunakan untuk menganalisis
dokumen KHI, fatwa-fatwa MUI, dan putusan pengadilan agama. Analisis konten akan
dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, interpretasi hukum, dan perkembangan
terkini dalam hukum waris.

Hasil Penelitian

Perbandingan Ketentuan Hukum Waris dalam KHI dan Fatwa-Fatwa Kontemporer
Analisis terhadap KHI dan fatwa-fatwa kontemporer menunjukkan adanya perbedaan

dan persamaan dalam pengaturan hukum waris. KHI, sebagai produk hukum formal,

memberikan kerangka dasar mengenai ahli waris, bagian waris, dan tata cara pembagian harta



warisan. Namun, KHI seringkali memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjawab isu-isu
yang kompleks. Fatwa-fatwa kontemporer hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut (Ilyas et
al., 2023).

KHI mengatur secara rinci mengenai ahli waris, yang terdiri dari ahli waris dzawil
furudh (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu) dan ashabah (ahli waris yang
mendapatkan sisa harta). Fatwa-fatwa kontemporer seringkali memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori ahli waris, misalnya anak angkat dan
ahli waris beda agama.

Dalam hal bagian waris, KHI mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis mengenai
bagian waris laki-laki dan perempuan. Fatwa-fatwa kontemporer memberikan interpretasi yang
lebih rinci mengenai bagaimana bagian waris tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang
berbeda. Misalnya, fatwa mengenai wasiat wajibah memberikan perlindungan hukum bagi ahli
waris yang tidak mendapatkan bagian waris menurut ketentuan syariah.

Isu-Isu Pewarisan yang Belum Terakomodasi dalam KHI dan Solusi Melalui Fatwa

Beberapa isu pewarisan belum terakomodasi secara jelas dalam KHI dan memerlukan
interpretasi lebih lanjut melalui fatwa. Waris Anak di Luar Nikah: KHI tidak mengatur
secara rinci mengenai hak waris anak di luar nikah. Fatwa-fatwa kontemporer, seperti yang
dikeluarkan oleh MUI, memberikan solusi dengan mengakui hak waris anak di luar nikah jika
anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Addin Maulana et al., 2024).
Harta Bersama: KHI tidak mengatur secara rinci mengenai harta bersama dalam perkawinan.
Fatwa-fatwa kontemporer memberikan pedoman mengenai bagaimana harta bersama dibagi
setelah perceraian atau kematian salah satu pihak. Wasiat Wajibah: KHI mengatur tentang
wasiat wajibah, namun fatwa-fatwa kontemporer memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dan bagaimana cara
menghitungnya.

Peran Kearifan Lokal dalam Implementasi Hukum Waris

Kearifan lokal memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris di
Indonesia. Di beberapa daerah, hukum adat atau tradisi lokal memiliki pengaruh yang
signifikan dalam praktik pewarisan (Ilyas et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya pluralisme
hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan
saling memengaruhi.

Sebagai contoh, di Aceh, hukum adat memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik
pewarisan. Adat istiadat yang berlaku, seperti pembagian harta warisan yang lebih adil kepada
perempuan, seringkali diakomodasi dalam praktik pewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa
hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan prinsip-
prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Sodigin & Umroh (2024) meneliti kearifan lokal di masyarakat Kaloran, Jawa Tengah,
yang menunjukkan bagaimana toleransi beragama memengaruhi praktik pewarisan. Dalam
masyarakat Kaloran, terdapat nilai-nilai toleransi yang kuat, yang tercermin dalam pembagian
harta warisan tanpa memandang perbedaan agama.

Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Proses Pewarisan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap
proses pewarisan. Teknologi memfasilitasi proses pembuktian kepemilikan harta, penyelesaian
sengketa waris, dan pengelolaan harta warisan.



Teknologi telah mempermudah ahli waris dalam mengakses informasi mengenai aset
peninggalan, seperti rekening bank, saham, dan properti. Dengan adanya teknologi, proses
penilaian harta dan pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Masalah keamanan data dan
perlindungan privasi menjadi perhatian penting. Ahli waris harus memastikan bahwa informasi
mengenai harta warisan mereka aman dari penyalahgunaan dan akses ilegal. Selain itu,
keabsahan transaksi digital dalam konteks hukum waris masih menjadi perdebatan.

Temuan

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama: KHI dan fatwa-fatwa kontemporer
memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengatur hukum waris di Indonesia. KHI
memberikan kerangka dasar, sementara fatwa memberikan interpretasi dan solusi terhadap isu-
isu yang kompleks. Fatwa-fatwa kontemporer memberikan solusi terhadap isu-isu pewarisan
yang belum terakomodasi dalam KHI, seperti waris anak di luar nikah, harta bersama, dan
wasiat wajibah. Kearifan lokal dan toleransi beragama memainkan peran penting dalam
implementasi hukum waris, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dan
menyelesaikan sengketa waris. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan
negatif terhadap proses pewarisan. Teknologi mempermudah pembuktian kepemilikan harta
dan penyelesaian sengketa, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan
keabsahan transaksi digital.

Pembahasan dan Diskusi

Sinergi KHI dan Fatwa dalam Mengatasi Kompleksitas Hukum Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI dan fatwa-fatwa kontemporer saling
melengkapi dalam mengatur hukum waris di Indonesia. KHI memberikan kerangka dasar
mengenai ahli waris, bagian waris, dan tata cara pembagian harta warisan. Namun, KHI
seringkali memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjawab isu-isu yang kompleks. Fatwa-
fatwa kontemporer hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Sinergi antara KHI dan fatwa sangat penting untuk mengatasi kompleksitas hukum
waris. KHI memberikan kepastian hukum, sementara fatwa memberikan fleksibilitas dalam
merespons perubahan sosial dan teknologi. Dengan adanya sinergi ini, hukum waris Islam
dapat tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pentingnya sinergi ini juga didukung oleh pandangan para ahli hukum Islam yang
menekankan pentingnya ijtthad (penafsiran hukum) dalam merespons permasalahan hukum
yang baru. Fatwa-fatwa kontemporer merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para
ulama dan ahli hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap isu-isu yang belum diatur
secara jelas dalam KHI.

Peran Kearifan Lokal dalam Menjaga Keadilan dan Harmoni Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal memainkan peran penting dalam
implementasi hukum waris di Indonesia. Di beberapa daerah, hukum adat atau tradisi lokal
memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik pewarisan (Ilyas et al., 2023). Hal ini
menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, di mana berbagai sistem
hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi.



Kearifan lokal seringkali mengakomodasi nilai-nilai yang tidak secara eksplisit diatur
dalam KHI, seperti hak-hak perempuan, anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu.
Misalnya, dalam beberapa masyarakat, terdapat tradisi memberikan bagian waris yang lebih
besar kepada perempuan atau memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa harus
menghilangkan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Peran kearifan lokal dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial juga didukung oleh
pandangan para ahli hukum Islam yang menekankan pentingnya mempertimbangkan adat
istiadat yang baik dalam pengambilan keputusan hukum. Ulama dan ahli hukum Islam
seringkali merujuk pada kaidah "al-'adatu muhakkamat" (adat istiadat dapat dijadikan sebagai
dasar hukum) dalam memberikan fatwa dan memutuskan perkara hukum.

Dampak Teknologi terthadap Proses Pewarisan: Peluang dan Tantangan

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap
proses pewarisan. Teknologi telah memfasilitasi proses pembuktian kepemilikan harta,
penyelesaian sengketa waris, dan pengelolaan harta warisan.

Dengan adanya teknologi, ahli waris dapat dengan mudah mengakses informasi
mengenai aset peninggalan, seperti rekening bank, saham, dan properti. Teknologi juga
mempermudah proses penilaian harta dan pembagian warisan secara lebih efisien. Proses
pengajuan gugatan waris dan penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara daring,
sehingga lebih cepat dan efisien.

Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Masalah keamanan data dan
perlindungan privasi menjadi perhatian penting. Ahli waris harus memastikan bahwa informasi
mengenai harta warisan mereka aman dari penyalahgunaan dan akses ilegal. Keabsahan
transaksi digital dalam konteks hukum waris masih menjadi perdebatan. Perlu adanya regulasi
yang jelas mengenai keabsahan dokumen digital dan tanda tangan elektronik dalam proses
pewarisan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya sinergi
antara hukum formal dan interpretasi hukum dalam konteks hukum waris di Indonesia. Ilyas
et al. (2023) meneliti akomodasi hukum adat dalam hukum Islam di Aceh, yang menunjukkan
bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi kearifan lokal. Hasil
penelitian ini memperkuat temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal
memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris di berbagai daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti dampak
perkembangan teknologi terhadap hukum waris. Addin Maulana et al. (2024) membahas hak
waris anak di luar nikah, yang menyoroti tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan
perkembangan teknologi. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menganalisis
dampak teknologi terhadap berbagai aspek proses pewarisan, termasuk pembuktian
kepemilikan harta dan penyelesaian sengketa waris.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia bersifat dinamis
dan responsif terhadap konteks sosial, serta membutuhkan sinergi antara regulasi formal



(KHI) dan interpretasi yang fleksibel (fatwa) untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum
bagi masyarakat. KHI dan fatwa-fatwa kontemporer saling melengkapi dalam mengatur
hukum waris, dengan KHI memberikan kerangka dasar dan fatwa memberikan solusi terhadap
isu-isu yang kompleks. Kearifan lokal dan toleransi beragama memainkan peran penting dalam
implementasi hukum waris, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal dan
menyelesaikan sengketa waris. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan
negatif terhadap proses pewarisan, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatasi
tantangan yang timbul. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk penelitian
selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran kearifan
lokal dalam implementasi hukum waris di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, perlu
dilakukan penelitian mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap hukum waris dan
bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ketiga, perlu dilakukan
penelitian mengenai efektivitas KHI dan fatwa dalam menyelesaikan sengketa waris dan
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
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